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KATA PENGANTAR  
 

uku Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: 

Transformasi Kebijakan Pemidanaan dan Sistem Peradilan 

Pidana Indonesia disusun ketika hukum pidana Indonesia 

memasuki tahap pembaruan yang penting. Berlakunya 

KUHP Nasional dan KUHAP Nasional membawa perubahan yang 

tidak terbatas pada pergantian peraturan. Pembaruan tersebut juga 

menyentuh cara hukum pidana memandang tujuan pemidanaan, 

kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, alternatif 

pidana penjara, serta penyelesaian perkara melalui pendekatan 

keadilan restoratif. 

Keadilan restoratif dalam buku ini tidak dipahami sekadar 

sebagai perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian 

memang dapat menjadi bagian dari proses, tetapi pemulihan 

mempunyai cakupan yang lebih luas. Korban membutuhkan 

perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. 

Pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. 

Masyarakat berkepentingan terhadap pulihnya hubungan sosial, 

sedangkan negara tetap bertanggung jawab menjaga legalitas, 

kepentingan publik, dan kepastian hukum. Keseimbangan 

kepentingan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan buku 

ini. 

Pembahasan dimulai dari politik hukum pidana dan 

Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum pidana nasional. 
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Uraian kemudian bergerak pada transformasi hukum pidana 

Indonesia, perkembangan paradigma pemidanaan, konsep dan 

model keadilan restoratif, politik formulasi dalam KUHP dan 

KUHAP, penerapannya pada setiap tahap proses peradilan pidana, 

pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi, perbandingan dengan 

beberapa sistem hukum, hingga evaluasi kebijakan dan arah 

pengembangannya. 

Buku ini tidak menempatkan keadilan restoratif sebagai 

pengganti pemidanaan untuk seluruh tindak pidana. Setiap 

penyelesaian tetap harus tunduk pada batas perkara, persyaratan 

hukum, kesukarelaan para pihak, perlindungan korban, 

pertanggungjawaban pelaku, kepentingan publik, dan pengawasan 

yang memadai. Pemulihan tanpa perlindungan prosedural justru 

dapat menjauhkan penyelesaian perkara dari tujuan keadilan. 

Saya berharap buku ini dapat membantu mahasiswa, 

akademisi, praktisi, dan aparat penegak hukum memahami 

perubahan hukum pidana Indonesia secara lebih utuh. Pembaruan 

hukum pidana pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang 

bagaimana negara menghukum, tetapi juga bagaimana hukum 

menyelesaikan akibat tindak pidana secara adil, melindungi 

korban, meminta pertanggungjawaban pelaku, dan membuka 

ruang reintegrasi tanpa mengabaikan batas-batas hukum. 

 

Jayapura, 16 September 2026 

 

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. 
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PRAKATA PENULIS 
 

embicaraan mengenai keadilan restoratif semakin sering 

ditemukan dalam praktik maupun pendidikan hukum 

pidana. Istilah tersebut kerap dikaitkan dengan 

perdamaian, pemaafan, pembayaran ganti kerugian, 

penghentian perkara, atau penyelesaian di luar pengadilan. 

Berbagai istilah itu sebenarnya tidak selalu mempunyai arti dan 

akibat hukum yang sama. Perbedaan tersebut menjadi penting 

karena keadilan restoratif menyangkut hak korban, pertanggung-

jawaban pelaku, kewenangan aparat penegak hukum, dan 

kepentingan masyarakat. 

Buku ini disusun untuk melihat keadilan restoratif sebagai 

bagian dari sistem hukum pidana, bukan sebagai mekanisme yang 

berdiri sendiri. Perhatian tidak hanya diberikan pada tercapainya 

kesepakatan. Proses menuju kesepakatan, kedudukan para pihak, 

pelaksanaan kewajiban, pengawasan, serta hasil pemulihan juga 

menentukan kualitas penyelesaian restoratif. Kesepakatan yang 

ditandatangani para pihak belum dengan sendirinya menunjukkan 

bahwa korban telah pulih atau pelaku telah melaksanakan 

tanggung jawabnya. 

Kedudukan korban mendapat perhatian penting dalam 

pembahasan. Korban harus mempunyai ruang untuk menyampai-

kan kebutuhan dan kepentingannya tanpa tekanan untuk 
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berdamai. Pertanggungjawaban pelaku juga tidak berhenti pada 

permintaan maaf, tetapi berkaitan dengan kesediaan memperbaiki 

akibat perbuatannya. Peran masyarakat diarahkan pada pemulihan 

hubungan sosial dan reintegrasi, sedangkan negara tetap 

menjalankan fungsi menjaga legalitas, perlindungan hak, dan 

kepentingan publik. Nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan 

sosial dalam Pancasila menjadi dasar untuk membaca hubungan 

tersebut. 

Pembahasan buku juga tidak berhenti pada norma. 

Pelaksanaan kesepakatan, pencatatan perkara, pengawasan, 

pemulihan korban, reintegrasi pelaku, serta evaluasi hasil 

penyelesaian memperoleh tempat tersendiri. Jumlah perkara yang 

berhasil dihentikan tidak cukup digunakan untuk menyimpulkan 

keberhasilan keadilan restoratif. Pertanyaan yang lebih penting 

adalah apakah kesepakatan dilaksanakan, kerugian dipulihkan, 

hak para pihak terlindungi, dan proses dapat dipertanggung-

jawabkan. 

Saya berharap buku ini dapat memberikan pemahaman 

bahwa keadilan restoratif bukan jalan singkat untuk mengakhiri 

perkara. Keadilan restoratif merupakan pilihan kebijakan hukum 

pidana yang harus diterapkan secara terukur, hati-hati, dan 

akuntabel. Pemulihan memperoleh maknanya ketika berjalan 

bersama legalitas, perlindungan korban, pertanggungjawaban 

pelaku, dan kepentingan masyarakat. 

Jayapura, 20 September 2026 

 

Nurul Chaerani Nur, SH. M.H. 
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BAB I  
LANDASAN POLITIK HUKUM 

PIDANA BERBASIS KEADILAN 

RESTORATIF 
 

Hukum pidana memberi negara kewenangan untuk 

menentukan perbuatan yang dilarang, menetapkan pertanggung-

jawaban, menjatuhkan pidana atau tindakan, dan menjalankan 

proses penegakan hukum. Kewenangan tersebut selalu mengan-

dung pilihan. Negara harus menentukan kepentingan yang perlu 

dilindungi, perbuatan yang layak dipidana, sanksi yang tepat, serta 

cara penyelesaian perkara yang sesuai dengan tujuan hukum. 

Pilihan inilah yang menempatkan hukum pidana sebagai bagian 

dari kebijakan negara. 

Politik hukum pidana membahas arah dan alasan di balik 

pilihan tersebut. Perhatiannya mencakup pembentukan norma, 

penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, 

penerapan hukum oleh aparat, serta pelaksanaan pidana dan 

tindakan. Hukum pidana yang berlaku karena itu perlu dinilai 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, kebutuhan masyarakat, 

perlindungan hak, dan akibat yang ditimbulkan oleh penera-

pannya. 

Perkembangan penyelesaian perkara pidana memperluas 

ukuran keberhasilan penegakan hukum. Penjatuhan pidana tetap 

diperlukan ketika sifat perbuatan, kesalahan pelaku, dan 
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BAB II  
TRANSFORMASI POLITIK 

HUKUM PIDANA INDONESIA 
 

Transformasi politik hukum pidana Indonesia berlangsung 

melalui proses panjang dari hukum pidana kolonial menuju sistem 

hukum pidana nasional. Kemerdekaan tidak langsung mengganti 

hukum yang telah berlaku. Negara terlebih dahulu memper-

tahankan, menyesuaikan, dan menyatukan hukum pidana yang 

diwarisi, kemudian mengembangkan berbagai undang-undang 

pidana dan akhirnya membentuk kodifikasi nasional. Perjalanan 

tersebut memperlihatkan perubahan bertahap dari keberlanjutan 

hukum, nasionalisasi dan unifikasi, menuju rekodifikasi serta 

transformasi substantif hukum pidana nasional. 

A. Dari Hukum Pidana Kolonial menuju Hukum Pidana 

Nasional 

1. Warisan dan Karakter Hukum Pidana Kolonial 

Hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun setelah 

kemerdekaan bertumpu pada Wetboek van Strafrecht voor 

Nederlandsch-Indië (WvSNI), yang ditetapkan melalui 

Staatsblad 1915 Nomor 732 dan berlaku di Hindia Belanda 

sejak 1918. Sebelum kodifikasi tersebut, terdapat pembedaan 
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BAB III  
TEORI KEADILAN DAN 

PERGESERAN PARADIGMA 

PEMIDANAAN 
 

Pemidanaan tidak hanya berhubungan dengan jenis dan berat 

sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Di belakang setiap pidana 

terdapat persoalan yang lebih mendasar: mengapa negara berhak 

menjatuhkan pidana, untuk tujuan apa pidana digunakan, dan 

sampai sejauh mana pidana dapat dibenarkan. Jawaban terhadap 

pertanyaan tersebut menentukan cara kesalahan dinilai, tujuan 

pemidanaan dirumuskan, jenis sanksi dipilih, serta posisi pelaku, 

korban, dan masyarakat ditempatkan dalam sistem hukum pidana. 

Perkembangan teori pemidanaan memperlihatkan peru-

bahan pusat perhatian. Keadilan retributif bertolak dari kesalahan 

dan perbuatan yang telah dilakukan. Utilitarianisme mengarahkan 

pidana pada pencegahan akibat yang mungkin terjadi pada masa 

depan. Rehabilitasi menempatkan perubahan perilaku pelaku 

sebagai sasaran, sedangkan reintegrasi memperluas perhatian 

kepada kemampuan pelaku untuk kembali menjalankan fungsi 

sosialnya setelah menjalani proses pemidanaan. Paradigma 

tersebut tidak berkembang sebagai tahapan yang sepenuhnya 

saling menggantikan. Unsur-unsurnya dapat ditemukan secara 

bersamaan dalam sistem pemidanaan modern. 
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BAB IV  
KEADILAN RESTORATIF 

SEBAGAI PILIHAN KEBIJAKAN 

HUKUM PIDANA 
 

A. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif 

Landasan konseptual keadilan restoratif telah dibahas pada 

Bab I, sedangkan perkembangannya sebagai paradigma keadilan 

telah dijelaskan pada Bab III. Bagian ini bergerak pada persoalan 

yang berbeda, yaitu bagaimana mengenali suatu kebijakan sebagai 

restoratif dan prinsip apa yang membatasi penggunaannya. 

Pertanyaan tersebut penting karena perdamaian, penghentian 

perkara, pengalihan proses, pemberian ganti rugi, dan 

penyederhanaan pemeriksaan tidak dengan sendirinya merupakan 

keadilan restoratif. Pilihan kebijakan restoratif harus dapat diuji 

dari pihak yang dilibatkan, kualitas proses, bentuk 

pertanggungjawaban, pemulihan yang dihasilkan, dan arah 

reintegrasinya. 

1. Pengertian dan Karakteristik Keadilan Restoratif  

Keadilan restoratif tidak tepat diperlakukan sebagai 

kategori biner antara “restoratif” dan “tidak restoratif”. Paul 

McCold dan Ted Wachtel dalam In Pursuit of Paradigm: A Theory 

of Restorative Justice (2003) mengembangkan tipologi 



 

Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif -- 91 

 

 

BAB V  
POLITIK FORMULASI 

KEADILAN RESTORATIF 

DALAM HUKUM PIDANA 

INDONESIA 

 
Politik formulasi menentukan bagaimana pilihan kebijakan 

diterjemahkan menjadi norma yang mengikat. Barda Nawawi Arief 

menempatkan formulasi sebagai tahap strategis dalam kebijakan 

hukum pidana karena ruang tindakan pada tahap aplikasi dan 

eksekusi dibentuk sejak legislasi. Berbeda dari Bab II yang 

memetakan pembaruan hukum positif dan Bab III yang 

menjelaskan pergeseran paradigma, bab ini menguji tiga persoalan: 

letak orientasi restoratif, kekuatan daya ikat norma, dan konsistensi 

formulasinya. 

A. Orientasi Restoratif dalam KUHP Nasional 

KUHP Nasional tidak membentuk mekanisme keadilan 

restoratif. Orientasinya terdapat pada tujuan dan pedoman 

pemidanaan, pengakuan kepentingan korban, serta instrumen 

sanksi yang dapat diarahkan pada perbaikan akibat tindak pidana. 

Analisis terhadap ketentuan tersebut diperlukan karena 
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BAB VI  

POLITIK APLIKASI KEADILAN 

RESTORATIF DALAM SISTEM 

PERADILAN PIDANA 
 

Politik aplikasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang 

telah memperoleh bentuk normatif dalam peraturan perundang-

undangan. Keadilan restoratif pada tahap ini dinilai melalui 

penggunaan kewenangan, pembentukan kesepakatan, pelaksanaan 

pemulihan, dan kontrol terhadap keputusan aparat. Kualitas 

penerapannya tidak cukup diukur dari keberhasilan mengakhiri 

perkara, tetapi juga dari cara kewenangan digunakan dan hak para 

pihak dilindungi. 

Tahap penyelidikan dan penyidikan mempunyai posisi 

menentukan karena penilaian awal terhadap perkara, 

pembentukan kesepakatan, dan penghentian proses dilakukan 

sebelum perkara memasuki penuntutan. Kedudukan aparat yang 

kuat pada tahap tersebut membuat kejelasan kewenangan, 

persetujuan para pihak, dan kontrol prosedural menjadi unsur 

utama penerapan keadilan restoratif. 
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BAB VII  

POLITIK EKSEKUSI, 

PEMULIHAN, DAN 

REINTEGRASI 
 

Tahap eksekusi menentukan apakah hasil penyelesaian 

restoratif benar-benar menghasilkan pemulihan. Kesepakatan atau 

putusan belum dengan sendirinya memenuhi kepentingan korban. 

Persoalan bergeser dari pembentukan kesepakatan menuju 

pelaksanaan kewajiban, pemulihan kerugian, dan pengawasan 

terhadap hasil penyelesaian. 

A. Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Restoratif 

1. Pelaksanaan Kesepakatan dan Kewajiban Para Pihak  

Hasil penyelesaian restoratif memiliki cara pelaksanaan 

berbeda menurut tahap penyelesaian perkara. Penyelesaian 

sebelum persidangan menghasilkan kesepakatan yang harus 

dipenuhi sebelum perkara dihentikan, sedangkan penyelesaian 

pada tahap persidangan dapat menghasilkan kewajiban yang 

menjadi bagian dari putusan. 

Pasal 79 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 mewajibkan 

pemulihan dituangkan dalam kesepakatan, sedangkan ayat (3) 

menentukan pelaksanaannya paling lama tujuh hari. 

Pelaksanaan seluruh kesepakatan menjadi dasar penghentian 

perkara dan permintaan penetapan pengadilan berdasarkan 

ayat (5). Urutannya adalah kesepakatan, pelaksanaan, 
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penghentian perkara segera diikuti penyelesaian status upaya 

paksa. 

Penyelesaian pada tahap persidangan mempunyai 

konstruksi berbeda. Pasal 87 KUHAP menempatkan keadilan 

restoratif melalui putusan dan pelaksanaan putusan. Pasal 19 

ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2024 memungkinkan bagian kesepakatan yang belum 

dilaksanakan digunakan sebagai syarat khusus. Pasal 76 ayat 

(3) huruf a KUHP juga memungkinkan kewajiban mengganti 

kerugian menjadi syarat khusus pidana pengawasan. 

Kewajiban pemulihan pada tahap ini memperoleh daya ikat 

melalui putusan. 

Pemenuhan sebagian sebelum persidangan menimbulkan 

persoalan berbeda. Pasal 79 ayat (6) huruf c memerintahkan 

pencatatan bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh 

kesepakatan, tetapi tidak mewajibkan agar pemenuhan 

sebagian diperhitungkan dalam proses berikutnya. Jalur untuk 

memperhitungkannya sebenarnya tersedia. Pasal 54 ayat (1) 

huruf j KUHP memasukkan pemaafan korban sebagai 

pertimbangan pemidanaan, Pasal 70 ayat (1) huruf e 

menempatkan pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai 

keadaan yang mendukung tidak dijatuhkannya pidana 

penjara, sedangkan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan 

Mahkamah Agung memungkinkan sisa kesepakatan menjadi 

syarat khusus. Persoalannya bukan ketiadaan jalan hukum, 

melainkan tidak adanya kewajiban yang menghubungkan 

berita acara Pasal 79 ayat (6) huruf c dengan pertimbangan 

penuntutan dan pemidanaan. 
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BAB VIII  

PERBANDINGAN KEADILAN 

RESTORATIF DAN PELAJARAN 

BAGI INDONESIA 

 

A. Model Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum 

Perbandingan 

Keadilan restoratif dapat ditempatkan melalui jalur hukum 

yang berbeda. Perbedaan tersebut menentukan tahap penerapan, 

akibat hukum kesepakatan, kewenangan aparat, serta bentuk 

pengawasannya. Perbandingan berikut menggunakan tradisi 

hukum sebagai kerangka untuk melihat pola masuknya keadilan 

restoratif ke dalam sistem peradilan pidana, dengan contoh 

yurisdiksi yang menunjukkan karakter tertentu secara jelas. 

1. Keadilan Restoratif dalam Tradisi Common Law  

Tradisi common law memperlihatkan penggunaan keadilan 

restoratif melalui peradilan anak dan proses pemidanaan. 

Kanada memberikan contoh kuat pada peradilan anak melalui 

Youth Criminal Justice Act 2002. Pasal 4 menempatkan 

extrajudicial measures sebagai respons yang pada keadaan 

tertentu dipandang memadai, termasuk terhadap pelanggaran 

tanpa kekerasan oleh anak yang sebelumnya belum pernah 
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BAB IX  

EVALUASI KEBIJAKAN 

KEADILAN RESTORATIF 

 

Bab-bab sebelumnya telah menjelaskan dasar, formulasi, 

penerapan, pelaksanaan, dan perbandingan keadilan restoratif. 

Evaluasi memerlukan pertanyaan yang berbeda: apa yang 

sebenarnya disebut berhasil, bukti apa yang dapat digunakan 

untuk menunjukkannya, dan sejauh mana perubahan yang 

ditemukan dapat dihubungkan dengan mekanisme keadilan 

restoratif. Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan 

kebijakan tidak dapat disamakan dengan banyaknya perkara yang 

selesai. Evaluasi harus bergerak dari pencatatan aktivitas menuju 

pengukuran perubahan yang dialami korban, pelaku, dan proses 

pemulihan. 

A. Kerangka Pengukuran Keberhasilan Keadilan Restoratif 

1. Dari Output Penyelesaian Perkara menuju Outcome Pemulihan 

Evaluasi kebijakan dapat membedakan hasil pada tingkat 

output, outcome, dan dampak. Output menunjukkan produk 

langsung dari pelaksanaan kebijakan, seperti jumlah perkara 

yang menggunakan mekanisme restoratif, jumlah kesepakatan, 

penghentian perkara, dan waktu penyelesaian. Outcome 

menunjukkan perubahan yang terjadi setelah mekanisme 
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BAB X  
ARAH POLITIK HUKUM 

PIDANA BERBASIS KEADILAN 

RESTORATIF 

 

Evaluasi terhadap keadilan restoratif tidak berhenti pada 

penilaian terhadap bekerjanya hukum positif. Politik hukum 

pidana harus menentukan kedudukan pemulihan dalam hubungan 

antara kewenangan negara, kepentingan korban, pertanggung-

jawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Pilihan tersebut 

menentukan norma apa yang harus dipertahankan, diperbaiki, atau 

dibentuk agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi jalur 

penghentian perkara, tetapi menjadi bagian yang terkendali dalam 

sistem peradilan pidana. 

A. Rekonstruksi pada Tahap Formulasi 

1. Konsolidasi Standar Minimum Keadilan Restoratif 

Keadilan restoratif memberikan ruang lebih besar kepada 

korban dan pelaku untuk menentukan bentuk pemulihan. 

Kesepakatan para pihak tetap berlangsung di dalam sistem 

peradilan pidana sehingga negara tidak kehilangan tanggung 

jawab menjamin legalitas dan perlindungan hak. Semakin 

besar akibat hukum yang diberikan kepada kesepakatan, 
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